
SALINAN 

 

 
 

PERATURAN  BUPATI  REMBANG 
 

NOMOR  5  TAHUN  2013 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  BUPATI  REMBANG NOMOR 14 TAHUN 

2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN  

BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya  Peraturan Presiden Nomor 

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, pengaturan pengadaan 

barang/jasa pemerintah di Lingkungan Kabupaten Rembang  
mengalami perubahan ; 

 

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu 
melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rembang 

Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati  tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3815); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara Nomor 4286); 
 
 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir  dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  atas 



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4844 ) ; 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang  
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2006 tentang  Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4855 ); 

 

8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit 
Layanan Pengadaan ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
72); 

 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 

2008  tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenganan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
81); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang, (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90),sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Rembang Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2012 Nomor 1); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Rembang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112); 

           
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 
BUPATI REMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.  

 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Rembang Nomor 
14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah  (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

                 Pasal 5 
 

Ruang Lingkup kerja ULP Barang/Jasa meliputi: 
a. pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Rembang yang pembiayaannya baik sebagian 

atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD; 
b. pengadaan barang/jasa untuk paket pengadaan barang 

/pekerjaan konstruksi /jasa   lainnya  dengan nilai di 

atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta 
pengadaan   konsultansi   dengan   nilai  di   atas Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 
Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Rembang. 

 
 

Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal 11 Pebruari 2013 
 

BUPATI REMBANG 
 
 

ttd 
 

   H. MOCH. SALIM 

 
Diundangkan di Rembang  

pada tanggal 11 Pebruari 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 
 

ttd 
 
                      HAMZAH FATONI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013  NOMOR 5 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd. 

 

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19590911 198203 1 015 

 

 


